ki

BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR L& TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perly menetapkan Peraturan Bupati
Lebong;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003  tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor O
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun
2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1308);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 157);

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja
Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1314);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1);



17. Perstwran Eomisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi  (Berita Negara
Republik Indomesia Tahun 2010 Nomor 298, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomeor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor
10);

19. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2016 Nomor 36).

20. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 54 Tahun 2017
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong (Berita Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KEABUPATEN LEBONG

BAE 1
EKEETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

Daerah adalah Kabupaten Lebong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Lebong.
.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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3.

10.

11.

12,

13

&

14,

15.

16.

17.

18.

19,

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yvang disajikan dalam berbagai kemasan
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.

. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan

dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara danj/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya vang sesuai dengan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN danj/atau APBD, atau
organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan fatau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki
posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID
adalah  pejabat yang  bertanggung jawab dalam  pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan
pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lebong, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID
adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyvelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian  petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP
adalah catatan vang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh
informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID
adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai
informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi
penvampaian informasi dan dokumentasi publik.



20.

21.

232,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDP
adalah sistern penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat,
mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publilk.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID
adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan
rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi,
koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi
dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yvang terjadi antara Badan Publik
dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana
atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan
memudahkan perolehan informasi publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis
tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan
Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Pengguna Informasi Publik adalah orang vang menggunakan informasi publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok crang, badan hukum, atau badan
publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

(1)

(2)

mewujudkan penvelenggaraan pemerintahan vang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di
Pemerintah Kabupaten Lebong untuk menghasilkan layanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas.
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Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5

(1} Pemerintah Kabupaten Lebong wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Kabupaten Lebong dapat membangun dan mengembangkan sistern
informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah

BAB IV
PPID
Pasal 6

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lebong dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2] PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat pada pejabat struktural
yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi.

{3} Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.
(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada PLID
Pasal 7

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 8

Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,
BAB V

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9
PPID Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dibantu oleh PPID
Pembantu vang berada di Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pejabat
Fungsional,

Pasal 10

PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan

Ao - T e ™My e T T .



Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 11
PFID Utama bertugas:
(1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

(2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan doekumentasi;

(3) mengoordinasikan dan mengonsclidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu;

(4) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;

() melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

(6) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan;
(7) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

(8) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

(9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID
Pembantu;

(10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai
dengan kebutuhan;

(11) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang lavak untuk dipublikasikan;

(12) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpiilkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

(13)membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Lebong.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPID Utama

berwenang:

(1} menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
vang menjadi cakupan kerjanya;

{3) mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan
PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

(4) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasiyang dapat
diakses oleh publik; dan

(5) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,

mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk
Tralardralnmnen ssreman s e
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Pasal 13
(1} PPID Pembantu bertugas:

(2} membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan
kewenangannya; ;

(3) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

{4) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya;

(5) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

(6) mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data dari seluruh
Organisasi Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan

{(7) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi
dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan
kebutuhan.

(8] Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu khususnya
sekretariat DPRD bertugas untuk:
a. menyampaikan, meminta, mengelola, menvimpan informasi dan
dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk
menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

BAB VI
KELENGKAPAN PLID

Bagian Kesatn
Strulktur Organisasi

Paszal 14

(1) Struktur organisasi PLID Kabupaten Lebong terdin dari :

a. pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati Lebong;

b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;

¢c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon IL.b. di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;

d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon Il yang menangani informasi dan
dokumentasi;

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah
atau pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi;

f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informarsi; dan

E. pejabat fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi PLID Pemerintah Kabupaten Lebong tercantum
pada Lampiran I, sebagai bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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(1)

(2)

(3]

(2)

(1)

Irh

Bagian Kedua
SOP PPID
Pasal 15

Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedilat memuat ketentuan sebagai berikut:

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PFID
Pembantu;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau
petugas informasi apabila diperlukan;

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan
PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat
Fungsional;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang
bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik;

€. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.

Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:
a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
¢. S0P Uji Konsekuensi Informasi Publik;
d. S0P Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
€. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

Contoh Format SOP tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
DIDP

Pasal 17

DIDP paling sedikit memuat:

nomor;

ringkasan isi informasi,

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
waktu dan tempat pembuatan informasi;

bentuk informasi yang tersedia; dan

jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan
harus diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk
dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada
Lampiran I1I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

RPID
Pasal 18

RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana
dan prasarana yang memadai.

RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Kelima
sSIDP

Pasal 19

SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses
pelayanan informasi publik.

Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

Bagian Keenam
LLID
Pasal 20

LLID wajib dibuat dan disediakan oleh PPID dan PPID pembantu paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat
sesuai kewenangan masing-masing.

LLID, paling sedikit memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
Publik, antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang
dirmiliki beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan
3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan
penggunaannya;
¢. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi
Duihlils Aammran Facifilrao tertentin:



{

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian
atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang
berwenang; dan
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang
berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang
diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan
pelaksanaannya oleh badan publik;
e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan
dokumentasi Publik; dan
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi,

Pasal 21
(1) LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

(2} LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan
disampaikan kepada atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah
oleh atasan PPID.

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh Kepala Daerah
sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendanaan
Paszal 22
Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
BAB VII
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMEAN
Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 23
(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-
kurangnya terdiri atas:
a. informasi tentang profil Pemerintah Daerah dan/atau profil Organisasi
Perangkat Daerah vang meliputi:
1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah beserta
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2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural

3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya
yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ke Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi
Perangkat Daerah untuk diumumkan.

. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi
Perangkat Daerah yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. nama program dan kegiatan
2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
- target dan/atau capaian program dan kegiatan
. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat
- informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Organisasi
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
umuim;
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. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

Lebong berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah mau pun sedang
dijalankan beserta capaiannya;

. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. rencana dan laporan realisasi anggaran

2. neraca

3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan vang disusun
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

4. daftar aset dan investasi;

. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri

atas:

1. jumlah permohonan Informasi Publik yvang diterima

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi
Publik

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian
atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik

informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan vyang

mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Lebong vang seku rang-kurangnya terdiri atas:

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses
pembuatan

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau
Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;

. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta

tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa
Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab vang dapat
dihubungi;

- informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau

pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian
kerja dari Pemerintah Kabupaten Lebong;

informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan Jjasa sesuai dengan
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informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat disetiap Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

(1)

(3)

(4)

selambat-lambatnya 1 [satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 24

Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan atas suatu
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memberikan
izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya
berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib
memiliki standar pengumuman informasi serta merta.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena
factor alam, hama penyakit tanaman, epidermik, wabah, kejadian luar biasa,
kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;

b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri
atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan
dan kegiatan keantariksaan;

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan teror,

d.informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat; dan/atau

f informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya meliputi:

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum

maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari

Badan Publik tersebut;

prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

_cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang,

pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

. tata cara pengumuman in formasi apabila keadaan darurat terjadi;

_upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan/atau
pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau
dampak vang ditimbulkan.

m OO

oo

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh
pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.



Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 25

(1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah menyediakan Informasi Publik setiap saat
yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

.

-

Daftar Informasi Publik vang sekurang-kurangnya memuat:

nomor

ringkasan isi informasi

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi

penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi

waktu dan tempat pembuatan informasi

bentuk informasi yang tersedia

. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

mi‘-::-rma.st tentang peraturan, keputusan danfatan atau kebijakan

Pemerintah Daerah yvang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. dolumen pendulkung seperti naskah akademis, kajian atau
pertimbangan vang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau
kebijalkan tersebut

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut

4, rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan,

antara lain:

1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir
atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang
pernah diterima

3. anggaran Organisasi Perangkat Daerah secara umum maupun anggaran
secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya

4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah;

surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen

pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lebong dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

syarat-syarat perizinan, izin vang diterbitkan dan/fatau dikeluarkan berikut

dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;

data perbendaharaan atau inventaris;

rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah;

agenda kerja pimpinan satuan kerja;

informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang

dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki

beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan

Informasi Publik beserta kualifikasinyva, anggaran layanan Informasi Publik

serta laporan penggunaannya;

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam

pengawasan internal serta laporan penindakannya;
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m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh

masyarakat serta laporan penindakannya;
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o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik;

p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 bagi Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan izin
danfatau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya
berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan
yang terbuka untuk umum.

() Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada
Lampiran Il sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membuka akses Informasi Publik bagi
setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 27

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi
yvang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan
dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan
yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

Pasal 28

{1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal
17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu
Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

(2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal
17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan
ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang
menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinvatakan
secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas
permohonan Informasi Publik.

(4] Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang
mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam
Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1}

(2)

(3)

Pasal 29

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang
dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan
diberikan kepada publik.

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu

Salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik,

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib
memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitarnkan
atau dikaburkan.

Pasal 30

Tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 dan Pasal 29 akan diatur lebih lanjut.

Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka walitu pelayanan
informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB V
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan
mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.

Pemerintah Kabupaten Lebong wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui:

a. pengumuman Informasi Publik; dan

b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

Bagian Eedua
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
Pasal 32

Informasi yang wajib diumumkan adalah informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan
pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah
dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan
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(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan
kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Pasal 33

(1) Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Lkewenangannya wajib
mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan
menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan
disampaikan tanpa adanya penundaan.

(2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaaan
darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan
sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.

{3) Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memberikan izin dan/atau
membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang
berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:
a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-pihak

yang berpotensi terkena dampak;

b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari
penyebarluasan informasi keadaan darurat,

Bagian Ketiga
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pasal 34
Seluruh Informasi Publik vang berada pada Pemerintah Kabupaten Lebong selain
informasi yvang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur
permohonan Informasi Publik.

Pasal 35

.. (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak
tertulis.

{2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
a. mengisi formulir permohonan; dan
b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila
dibutuhkan.
{3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan
permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

{(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
terdapat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan ini.

Pasal 36

{1) PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permochonan Informasi Publik
dalam register permochonan.

{2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan
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(3] Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik
atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor
pendaftaran pada saat permohonan diterima,

(4} Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili
atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk
memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan
nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.

{5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan
dengan pengiriman Informasi Publik,

(6) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan
nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik,

(7) Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini,

Pasal 37

(1) Dalam hal Pemchon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan
mengetahui Informasi Publik, PPID wajib;

b. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa
Informasi Publik yang ditnohon;

¢. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasgal
29 apabila permohenan Informasi Publik ditolak; dan

d. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserts
formulirnya bila dikehendaki.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib
mengkoordinasikan dan memastikan:

4. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik
yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau
memeriksa Informasi Publik yang dimohon:

b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;

¢. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 26
dan Pasal 27 apabila permohonan informasi ditolak; dan

d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulirnya bila dikehendalki.

{(3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak
permohonan Informasi Publik diajukan.

(4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 38

(1} PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban
Badan Publik atas setiap permohonan Informasi Publik.

(2} Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan
dengan Informasi Publik vangs dimohon.



(3]

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

Dalam hal Informasi Publik yang dimchon, diputuskan untuk diberikan baik
sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan
dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi
Publik yang dimohon kepada Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu
yvang diatur dalamn Peraturan ini.

Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan Surat Keputusan PPID tentang
Penolakan Permohonan Informasi.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Informasi
Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau
melalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan
pemberitahuan tertulis,

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik
vang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi vang
dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan
perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta penyampaian
Informasi Publik yang dimohon dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (7} dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Format Surat Keputusan PPID tentang Penclakan Permochonan Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran VII sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 39

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik
secara gratis [tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau
perekaman, pemochon/pengguna informasi publik dapat melakukan
penggandaan /fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau
flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 40

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:

(1)
12)
(3)
(4]
(3]
(6]

perseorangan;

kelompok masyarakat;
lembaga swadaya masyarakat;
organisasi masyarakat;

partai politik; dan

badan publik lainnya.



Pasal 41

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:

(1)

(2]
(3)
(4)

(5)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6]

(7)

(9)

mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan vang berlaku
dan/atau peraturan perundangundangan;

mencantumbkan alamat dan nomeor telepon yvang jelas;
menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;

mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi
yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk
memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang
wajar.

Pasal 42

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh informasi dan dokumentasi Publik kepada Pemerintah Kabupaten
Lebong secara tertulis atau tidak tertulis,

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib
mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon
Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik,

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib
mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib
memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik
schagaimana dimaksud pada ayat (1) avat (2), dan ayat (3) berupa nomor
pendaftaran pada saat permintaan diterima,

Dalam hal permintaan dizsampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronil, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID

Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. informasi yang diminta, berada di bawahpenguasaannyva ataupun tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi
yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah
penguasaannya dan Badan Publik vang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi yang diminta.

Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi
informasi yang akan diberikan.



(10)

(11)

(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID
Pasal 43

Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota dilakukan oleh
Gubernur sebagai wakil Pemeritah Pusat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. fasilitasi dan koordinasi,

b. peningkatan kapasitas PPID;

¢. monitoring dan evaluasi; dan

d. dukungan teknis administrasi,

BAB IX

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 44

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemulkannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28;

tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

pengenaan biaya yang tidak wajar; danfatau

penyampaian Informasi Publik yvang melebihi waktu yvang diatur dalam
Peraturan ini.

®oe Q0

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
atasan PPID melalui PPID.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan
kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 45

PPID wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan
nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

PF]D dapat menggumlkan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima

SEESSRESLIRL P e R T P, 1 IR R —_—— A R I .



(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Eedua

Registrasi Keberatan
Pasal 46

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang
disediakan oleh Badan Publik.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib
membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
vang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian
memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik vang mengajukan keberatan
atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada
Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula
dalam hal PPID menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat
komunikasi elektronik.

Pasal 47

PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada
Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 48

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis
yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register
keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat:

Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;

. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau
seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d,

AN o

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.



Pasal 49

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak vang menerima
kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan
atasan PPID.

(1}

(2)

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

(6)

BAEB X
FASILITASI SENGKETA INFORMASI
Pasal 50

Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Pusat dan/atau
Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten [Kota sesuai
dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang
diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan
PPID.

Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas] hari kerja
setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

Pasal 51

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dan Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi
Sengketa Informasi untuk mengupayvakan penyelesaian sengketa informasi,
vang dibentuk oleh FPID Utama.

Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi
sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri
dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Komisi Informasi Pusat danfatauKomisi Informasi Provinsi
dan/atau Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya.

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan
pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.

PPID Utamna melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan
melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait,
pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang
dipandang perlu.

Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh
Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi
kepada Atasan PFID.



o e ——

FKPFID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID lingkup Nasional dan
Regional dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Daerah.

(1) Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan

BAB XI

FKPPID

Pasal 52

Pasal 53

T T

FKFPID Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional.

(2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan
FKFPID Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi di wilayah masing-masing.

(1} FKPPID Pemda Tingkat Nasional terdiri dari PPID Pemerintah Provinsi seluruh

Indonesia.

(2) FKPFID Pemda Tingkat Provinsi terdiri dari seluruh PPID Pemerintah

Pasal 54

Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi masing-masing.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

Pasal 55

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Diundangkan di Tubei
pada tanggal |2 oftobér 2017

SEKRETARIS DA

ma.n‘mrmm

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR &8

Ditetapkan Tubei
pada tanggal 1.2 oktober

PENERINTAR KABUPATEN LEBONG

'BAGIAN HUKUM

Iy

PENELAAH PRODUK HUKUM
KASHUPATEN LEBONG
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBONG
Nomor &3 Tahun 2017
Tanggal 1& gktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

Peimbina

Bupati
Wakil Bupati

I
[ i
Pengarah Tim Pertimbangan
Sekretaris Daerah Pejabat Eselon Il.b. Setda
Selaku atasan PFID Kabupaten, Pimpinan Perangkat
daerah dan Pejabat yang

menangani Bidang Hukum

PPID Utama
Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan

Persandian

PPID Pembantu
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di seluruh
QPD

- Bidang Bidang Bidang
Sekretariat Pengolahan Data Pelayanan Fasilitasi

PLID dan Klasifikasi Infomasi dan Sengketa

Informasi Dokumentasi Infomasi

| |
___________ I

! Pejabat Fungsional i
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BUPATI LEBONG, -
o /13
=~la

é H. ROSJONSYAH

PENERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBONG
Nomor &8 Tahun 2017
Tanggal )2 okteber 2017

FORMAT STANDAR OFPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI FUBLIK

NOMOR SOFP

 TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOF

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UL 14 Tahun 2008
2. Ul 25 Tahun 2009
3. UL 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

KETERIKATAN

FERALATAN /PERLENGEKAPAN :

2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

PERINGATAN :

PEMNCATATAN DAN PENDATAAN :

hardeopy

- Disimpan dalam bentuk soficopy dan




Pendukung

Haterangan

Pemerintahan Dasrah.

dikesualikan

b S

masyarakat,

Helengkapan Walttu Chutput
.| Mengumpulian informasi dan dokumentssi yang berkualitas dan 1. UU Mo 14 Tahan 2008; | Secara  berkals, | DIDP yang Telah
relevan dengan tupcksi masing-masing komponen dif Pemerintahan 2. ULJ Mo 25 Tahun 2009; | eerta merta dan | dikumpulkan dari
Daerah, baik yang diprodulial sendiri, dikembangkan, mavpun yang . 3. UU Ne 23 Tahun 2013 | setiap anat Kempenes  dan
| dikirim ke pihak lain, vang berupa arsip statis maupun dinamis, araip 4. PP£1 Tahun 20150 Perangkat Daerah
| aktif maupun arsip inaktf dan arsip vital yang diluasai, Informesi yang 5. Perki Mo 1 tahun 3010
dilakukan meliputi jenis dokumen, pensnggung jawab pembustan, 5. Perki No 1 Tehun 2013,
waktu dan tempat pembumtan, serta bentuk informasi yang tersedia
dalam hardeopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpilan
informesi  dan  dokumentan: i masing-masing Homponsn
. | Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah 1. UU No 14 Tahun 2008; | Sccarn  berkala, | DIDP yang telah
dikumpulkan dan  mengidentifikasikan nya  berdasarkan  sifat 2, UU Ne 25 Tahun 2009; | serta merta dan | diklasifikasi
informasi  dan dokumentasi, selain ite  jupgs mengklasifikasikan 3, UL Ne 23 Tahuo 2013, | sctinp saat kebenaranmya
informasi dan deokumentasi  vang dikecualikan dengan  kategor 4. PP 41 Tahun 2010,
sebagaimana yang telah ditstapkan melalui UU Ne. 14 Tahun 2008 5. Perki No 1 tahun 2010;
Pasal 17 dan Pasal 1B, Pengujian tentang konackusnai dengan £. Perki Mo 1 Tahun 2013.
selsama dan penuh ketelitan sebelum menyatakan [nformaesi dan
Dokumentasi Publik tertenty dikecuslikan  oleh astiap ormng.
Mendokumentasikan nfermasi publik dalam bentuk softcopy dan Alat tulis kantor Becara  berkals, | DIDP
tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tara serta merta dan
cara seperti mengarsip dekumen dan dipisahkan aesuai klasifikasi aatinp sant
informasi dan dokumentasi wajib, secara berkaln, serta merta dan
setiap saat, Periu dibuat daftar Informasi dan dekumentasi yang
Menetapkan DIDP aecera resmi  den  mengumumkan  kepada Wengadakan rapat bersama | Setelah NDP § Burat Keputusan Betelah DIDF
dengan PPID Utama dan | terbumpual  dari | DIDP yang | ditetapkan,
PPFID  Pembantu  untuk | FRD Pembantu | ditendatangani Jika ada
menetaphkan DNE oleh Atwsan FPID tambahan
informeas:
barw, dibuat
2K untuk
ditetaplarn

. | Mengunggah DIDP ke websits resmi Pemenintahan Daerzh maupun [ Website  dan  amronm | Setelsh  DIDP | Adanya konten
melalui sarana informasi lainnya. informasi  lainnya  yang | ditetapkan olch | DIDP & websits
dimiliki aleh  komponen | Atasan Pemerintah
Pemerintah Daerah PRID Dnerab




B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

| DASAR HUKUM

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KUALIFIKASI PELAKSANA

(1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

KETERIKATAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

PERINGATAN .

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan
hardcopy




Esglatan

Pendukung

Relenghapan

Wakiu

Chatput

. | Pemohon  Informasi dapat  menyampaikan

permohonan informasi yang dibutubkan baik
mecars langsung dan tidals langeung,

Informasi yang teraedia
di meja peleyanan PPID
atau yang ditampilian
di wrebaits,

(2} Fotocopy  Atau  Scan
identitas diri (NIK] dan
pemohon informasi

1] Formulir _ Permechonan | Pada hari dan jam Kkerja

untuk pemohon  informasd
secara langesung dan setiap
gaat  untuk  pemchon
informesi  eecara  ddak

langaung

Formulir Permohonan
informasi yang telah diisi
lengkap dan  dilampici
[otocopyfacan  identitas
diri {NIK)

.| Melakukan __u._w,.r.m_z.mm.. berkaz  permohoenan

informasi  publik. Jika dokumen/inferrnast
yang diminta telah termasuk dalam DIF dan
dimilild oleh meja informasi atau  sudah
terdapat di webaite PFID, maka langsung
diberikan kepada pemohon informasi atsw
biza langsung divndih  eleh  pemchon
informasd. Jike informasifdebumentasi yang
diminta belum termasuk dalam DIP, maks
berkas permohonan dissmpaikan  kepada
PPID stau PPID Pembanty

Semua  data  pemobon
informasi disimpen dalam
bentuk hardeopy dan
softeopy

Pada hari dan jam kerja
untuk pemohon informast
secars langsung dan astiap
aaat  untuk pemnhon
infermas; gecara  tidalk

langaung

DIF vang telah tersusun
dalarn bentuk herdeopy
dan acftcopy

.| FFID memintg  kepeda kemponen atau

Perangkat Dasrah  untuk memberikan
inforrnasi  ataw  dokumen  yang  sudah
termasuk  dalem  DIF kepada  pemohon
informasi. Komponen atew Perangkat Dhasrah
meraberikan informesi atay dokumen yang
dimaksud kepada FPID atau PPID Pembantu,

| DIF yang telah ditetaphan

oleh komponen atau
Parangkat Dasrah

10 (sepuluh] hen kenja
aejalk perrnohonan
informasi  diterima oleh
FRID

DIF

. | Memberikan informesl ataw dokumen yang

ditminta cleh pemohon informast yang telah

menandatangan:  tanda  boki u.r."_.._m_._.Emmh_

informasi ateu dokumen,

informasi atau  Dokurmen
yang dirminta oleh pemchon
informasi

Perpanjangan nﬂ.ﬂwag.ﬁﬁ
informasi adalah 7 {tujuh}
hari kerja

Informasi  publik  yang
dirrunita  oleh  pemeohon
informasi

i




C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NAMA INSTANSI

NOMOR S0P

TANGGAL FEMBUATAN

TANGGAL REVISI

NAMA S0P S0P UJI KONSEKUENS] INFORMASI FUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2000
3. UU 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

 KETERIKATAN

PERALATAN /PERLENGEAPAN :

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2, Term of Referetice

3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan

| hardcopy

e




Kegiatan

Pertimbangan

Kelenglapan

Pendukung

Walctu

Output

.| Melnkukan kmjlien atas informasi/dekumen

vang tdak termasuk dalam DIP dengan
melibatkan Tim Pertimbangan  Pelayanan
Informesd.

Berkas permohenan
infrormasd dokumen  dari
Pemohon Informaai

Setiap aaat

Berkaz permohcenan
mformasi yang telah
didei  lengkap dan
dilampiri  ctocopy/
wean  wendtas  diri
[IMTECH

. | Memberikan pertimbangan atas mformas:

dobumen yang dimaksud yang bersifat
rahasin berdesarkan UL, kepatutan dan
kepentingan umum

Dagar hukum: U
KIF 14 Tahun 2008 dan
PERKI | Tahun 2010

| Fada hari dan jam kerja

Surat Keputuaan Tim
pertimbangan
pelayanan Informasi

. | Menyampaikan kepada PPID atas staius

informasifdokumen yang diminta pemchon
informasi, apakeh termasuk rabasia atan

terbuka.  Jike informesi/dolkumen  yang
dimaksud adalah  terbuks, make PPID
memerintahkan kepada komponan
Perangkat Daesrah  untuk  menyerahkan
informaaifdakumen  vang dimakscd. Jika
| atatua  informesifdokumen  oleh Tim
T...__.n..___...__._un._._.mh.._.._. Pelayanan Infermast
! dirypatakan rahasia, maka PPID membuat
surat perclakan kepada pemobon informasi.

Informasi/ dokumen yang
telah dinyataken
terbuka untuk publik

Pada hari dan jam kerja,
mnkasimal 10 [sepulub) hard
hkerja, asjpk  permohonen
informasi terepisirasi

Informasif dokumen
dari kompaonen atau
Peranglat Dasrah

. | Memberikan informasi yang diminta oleh

pemahon informasi dengan menandatangani
tanda buktl penerimazn atau memberikan
surat perclakan kepada pemohon jika status
infermaszi/dokumen dinyatakan rahasia.

Informasi/ Dokumen Y2
diminta oleh  Pemohon
Informasi  atau  surat
panalakan jika informasif
dokumen terustbu
dikategorikan rahasia

Malkzimal diberikan |

perpanjangan  pemendhan
permolonan informasi
aelama T (fujuh) har sejalk
pemberitehu  an fertubs
diberilan dan tidal dapat
diperpanjang lag

“Informasi puhlik

yang diminta oleh
Pemchon  Informasi
atmu aurat penolakan




D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUELIK

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

 TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHEAN OLEH

NAMA 30P PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKLUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UlJ 14 Tahun 2008
2. U 25 Tahun 2000
3. UU 23 Tahun 2013
4, PP &1 Tabun 2010

5. Perld 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

KETERIKATAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2, Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

-E&aﬁnmnﬁhﬂiw%ﬁwm&mﬁoﬁwmnﬁ
hardcopy .




Keoglatan

Pelalsana

Bagiarn

Registras

. | Pemchon Informasi  menyampaikan

pengajlLan kebermtan  atas tdale

terlayaninya permohonan informasi yang

dibutuhian rrelalui @

(1] datang langsung dan mengisd lormulie
parmohenan  pengajuan  keberatan
informasi publik dengen melenghapi
fotecopy identitas dirl (NI,

(2} melalui website dengan  mengisi
formulir wang telah diunduh  dan
menyertakan scan identitas diri (NIK)
kemudian  dikarim ke alamat emadl
PRID yang tertera di website,

{3) mengirim fax formuliz pecmchonan
informasi vang telah diisi lengkap
disertai dengan fax identitas diri (NIK)
ke nomor fax FFID.

. | Melakukan registrasi fermubir pengajuan

keberatan  pelayanan  informesi dan
menyampaikan  pengajuen  keberatan
kepada Atasan PPID

. | Memerikea formulir pengnjunn keberatan

dori  Para Pemobon  [nformasi dan

memerintahkan PPID dan PPID Pembantu |
| untuk menjawab permchenan informeasi |

. | Memerintahkan kepade PPID dan PPID

Pembantu untuk memenuhi permintaan
informasi dari Pemohon Informast

- | Memberilan informasi yang diminta oleh

pemohon informas: kepada Atasan FFID
Jika informasi yang dimaksud telah masuk
DiF. Atesan PFID  akan menjawsb
pengajuan keberatan kepada pemohen
informasi. Jika informas yang dinginkan
pemeohon informasi tdak termasuk dalam
DIF yang telah diumumken, kerena
informasi belum tersedia ataw termasuk
informas:  yvang dikecualikan, mekae
diberikan  surat  penclakan  kepada
| pemehon informasi.

Pomdukung B
Kelsngkapan Waktu Cutput
{1) Formulir  Pengajuan = Eeberatan Informasi | Pada hari | Formulie penERjuAn
Publik yang versedia di meja pelayanan FPID | dan  jam | keberatan  pelayanan
atau ditampilkan di website dan  dapat | kerja informasi publik yang
diunduh, telah diisi lenghkap dan
{2] Fotocopy atau scan identitaa din (NIK] dar dilampiri obeeopy/scan
pemaohon yang mengajukan keberatan identitas diri [MIK]
Sermua data pemohon informasi disimpan dalam | Pada hari | Daefrar pengAjuan
bentuk hardeopy dan ofteopy dan  jam | keboratan  pelayanan
kerja informeaasi yang telah di-
file dalam bentiih
hardcopy dan softcopy
Berkas pengajuan Keberatan pelayanan informasi | Pada hari | Dafrar surat yeng harue
vang telah diisi lengkap dan  jam | diberikan kepada PPID
kerja dan PPID Pembantu
[I} Berkaa pengajuan  keberntan pelayanan | Pada han | Surat perintah  tertulis
informasi yang telah diisi lengkap, dan jam | kepada PPID dan PPID
(2} DIP yang telah divmumban kerja Pembantu untuk
mermatthi permintann
pemchon informasi Yang
mengajukan ksberntan
pelayanan infarrmasi
publik
Dokumen/informasi  yeng  dimaksed  oleh | Pada hari | Informasi publik  yang
Pemchon Informasi atau rekernendasi surat | dan jam | diminta oleh Pemohon
penolalan dari FFID atau PPID Pembantu karena | kerja Informasi atew surat

informagi yang diminta merupakan informasi
vang dikecualian

penolaksat kepada
Pemohon Informas:




E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FABILITASI BEENGHEETA INFORMASBI

NAMA INSTANSI

NOMOR S0P

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

MAMA SOP

FASILITASI SENGKETA INFORMASI FUBLIK

DASAR HUKTUM

KUALTFTEASI PELAKSANA

1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UL 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

FERALATAN /PERLENGEKAPAN :

) |

| KETERIKATAN

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Distmpan dalam bentuk softcopy dar

hardeopy

e




PPLD giau i
Heglatan Permaohon Atasan Kaormiai =
ey PRID PRID Tntoioas Eelengkapan Walktu Oiatpat

e

. | Setiap Pemchen Informasi dapat mengajukan

(1] Formulir  Pengajuan | Pada hari dan jam kerja, | Berkas permohonan
Keberatan Informesi | maksimal 10 (sepulub) | informasi yang telah
Publik yvang tersedia di | hari kerja, acjak | diisi  lengkap dan

keberatan secara tertulis kepada Atasan PRID .
dalam waktu 10 (sepuluh} hari kerje, sejak

permohonan  informesi  teregistrasi  dan meje pelayanan PPID | permohonan  informasi | dilampiri fotocopy/
diberikan. Perpanjangamn pemenuhan atau  ditampillkan di | tecegistras: { acan identitas diri
permohonan informasi selama 7 (rujuh) har website dan  dapat {KIK) :
sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan diundul,

tidak dapat diperpanjang lagi (2) Fotocopy atau  scan

identitas diri [M1K] dari
Pemohon [rformasi
yang mengajukan
keberatan

. | Atassn  PPID menewapkan Tim [asilitas: | | h J Tanggapan teriulis
senghkets informasi untuk mengupayakan 1 Il deri  atasan PRI
penyelesaian  sengketa  informasi.  yeRRE _ peerihial informasi
dibentuk sleh FPID Utams _ yang disenghetaloan

PRI Mama dan beranggotaken PPID paling lambat 14 [empat

belas) hari kerja eetelah
diterimanya  tanggapan
tertulis dar Atasan PPID.

Pembantu terkait, pejabat yang menangan
bidang hulum, pejabat fungsional, serta JFU
yang seauai dengan kebutuhan

.| Tim faailitaai sengleta informasd di ketuar oleh 4 Diajukan dalam  waktu

. | Tim fasilitasi senglkets informasi melaporkan

proses  penanganan  sengketa  informast
kepada Atasan PRID

.| Upaya penyelespian  Sengketa informasi

Publik digjukan kepada Komisi Informesi .
Pusat, HKemiasi Informasi Provins:, Koedsi
Informezi Kabupaten [Kola sesusei dengan

kewenangannya apabila tanggapan Alasan
PPID dalam prosea  keberatan  tidak
memuaskan Pemobon Informas:. e

BUPATI Euﬂaﬂ.m\ ¥
fo/n
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK*

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBONG
Nomor &8 Tahun 2017

Tanggal /1% oktober 2017

KETERANGAN:

_u_ “Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yan

harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

*

PE

MERINTAH KABLPATEN LEBONG

BAGIAN HUKUM

14

PENELARH PRODUR HUKUM
KABUPATEN LEBONG o
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LERBONG
Nomor &8 Tahun 2017
Tanpggal /3 okteber 2017

FORMAT FORMULIE PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
[RANGEAF DIUA])

Logo FORMULIR PERMOHONAN INFORMAST
Badan
Publik Ko, Pendaftaran (diEsd petugerss ...
Nama
Alamat
Pohorfaan
Nomor Telsponfemail

Rincian Informasi yang dibotahkan
{tambahkan kertaz bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Mendapatian Informasi™ 1. [_] Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat™™s
2. [ ] Mendapatkan salinan informasi (hard copy/aoft copy)
Cara Mendapatkan Salinan Informesiv @ 1. [ | Mengambil langsung
2. [ Burir
3. |:| Poe
4. [ ] Faximile
5[] email
PPN |11 |21 |1 [ROTUOPPOONPPPPR | -1 - <i=1 [ i 11 LT R 1 T
Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informssl

{Penerima Permohonan)

1 i |

Nama dan tanda tangasn Nama dan tanda m-u.ga.n
EKeterangan:

* Dhisi oleh petugas berdazarkan nomor registrasi permehonan Informasi Publik

** Pilih salah saty denpgan memberi tanda {4

= Coret yang tdak perla

BUPATI LEBONG, Jé )
o/ ¢a

SENERITAR KABUPATEN LEBONG z
BAGIAN HUKUM

I 4 Loeum aiunonnig Hkll.fﬂill x P

H. ROSJONSYAH



Dibalik Formulir Permohonan Informasi
dicetak informasi berikut

1I.

1L

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Heterbukaan Informasl Poblik

Pemohon Informesd berbak untuk meminta seluruh Informasi yung beroda di Badan Poblik kecoall (2] informasi
yanp apabila dibuka dan diberikan kepada pemchon informaszi dapat: Menghambat proscs penegakan hukum;
Mengangen kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usnha tidak
schat; Membahavakan pertahanan dan keamanan Negara;, Mengungkap kekayaan alam [ndonesia; Merugikan
ketahannn ekonomi nesional; Merugikean kepentingan hubungan luar negen; Mengungkap izi akta otentik yang beraifat
pribadi dan kemavan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap mhasia pribadi; Memorandum alau surai-guat |
antar Badsn Publil atay intra Badan Publik yang menumt sifatnya direhasinkan kecuali atas putusan Homisi
Informasi atan Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkaplkan berdazarkan Undang-undang, (b} Badan Publik
jugn dupet tidak memberikan informas: yang belum dikuasal atan didelmentasikan,

PASTIKAN ANDA MENDAFAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE
PETUGAS INFORMASI/PPID. Bile tanda bukt permchonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas
informasi alasannya, munglkin permintaan informast anda kurang lengkap.

Pemofion Informasi berhak mendapatkan pemberitabuas tertulls testarg diterimn atau tidaleys permaboman
informasi dalam jangka waktu 10 (seputub} bard kerja sejak diterimanya permobonan informasi aleh Badan Publik.
Badan Publik dapat memperpanjang wakiu untuk memberi jawsban tertulis 1 x T harl kerja, catam hal: informasi
yang diminta belum dikuasai/didekumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termazuk
informasi vang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagl permintaan ates salinan informasi berdassrkan surat keputuaan Pimpinan Badan Publilk
adalah jdiisi aesuai dengan surat keputuaan Pimpinan Badan Publik)

L B PR I S S e S S e e P T

Apabils Pemokon Informasi tidak pues dengan keputusan Badan Publik (misal: mesnolak permintoan Ande ateun
memberikan hanya sebaglan yang diminta], malka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan
FPID dalam jangka waktu 30 {tiga puluh] heri ketja sejak permchonan informasi ditolak/ditemukannya alasan
keherntan lainaya, Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulia atas keberatan yang disjuban Pemohon
Informasi sslambat-lambatnya 30 [tiga polub) har kerja sejak diterizna f dicatatnyn pengejuan keberatan dalam regizter
heboratan.

Apabila Pemohon Informasi tdak puas dengan keputusan Atasan PRID, maka pemohon informasi dapat mengjukan
keberatan kepada Komisi [nformasi dalam jangka waktu 14 {empat belas] hari kecja scjak diterimanya keputusan
atazan PPID oleh Pemohon Informas: Publil.

kL |




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LEBONG
Nomor L8 Tahun 2017
Tanggal 12 oktoler 2017
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK*

| Hari dan Tanggal

; Biaya & Cara Pembayaran

n —— ; | o dnn can pesncararan
B tangm Hama, Alerat i yang i ]._M_”_”. ui..&r__u._f._ s o i [ T T 7
[ _
HKETERANGAN:
. Homar ¢ diisi tentang nemor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
Tanggal ¢ dilsi tentang tanggal permohonan diterima,
Nama ¢ diizi tentang nama pemohon,
Alamat : diisi tentang alamat lenghkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informas publik yang diminta,
Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak {nomoer telepon /faksimili/telepon seluler femail Pemohon Informasi Publik.
Pekerjaan : diisi tentang pekerjann Pemohon Informas Publilk,
' Informes] Yeog Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.
Tujuan Penggunesn Informasi  : diisi tentang tujuan,/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
Status Informasi : diisi dengan memberikan tanda (V). Bila tidak di bawah penguasasn, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesua dengan
. isian di formulir pemberitahuan tertulis,
| Bentuk Informasl Yang Dikuasai : diisi dengan memberikan tanda ().
I Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda (),
" Heputusan ¢ diisi sesuai dengan isi keputusan delam pemberitabuan tertulis,
Alazan Penclakan : diisi tentang alasan penclalan oleh atasan PPID.

¢ Diisi tentang:

. Harldan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan ini. Wakiu pemberitshuan tertulis juga menandakan walktu penalakan informasi sapabila permohonan ditolak,
Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maks pemberitabuan tertulis ini sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

: diizi tentang biava yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilaloaloan.

*Format ini adalah format Register Permohenan Informasi Publik secara manual. Badan Publik dapat mengembanglcan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi dengan memenhi

unsur-unsur yang termuat dalam format ind.

BUPATI LEBONG, W‘ .

+ PENFRINTAH KABUPATEN LEBONG ép
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LEBONG
Nomor &8 Tahun 2017
Tanggal /3 Oftober 2017

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)f

Logo
Badan

Publik

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ... Bulan ... Tahun ... dengan nomor
pendaftaran® ..,
Kami menyampaikan kepada Saudara/i;

Nama A Ford o o Lt B b ms s . R AT A i 1 P R R
Alamat B NN i A e R R e b ST e SR e v S T B
Nomor Telepon/email oA W G W N

Pemberitahuan sebagai berikut
A. Informasi yang dapat diberikan

N Hal-hal yang terksit |

o Informasi Publik L —
1 Penguasaan Informasi [ Kami
Publik™ . 12 Badan Publik lain, yaity ...
a Bentulk fisik yang O Softcopy (rermasuk rekamany).
tersedia* 1 Hardeopy/salinan tertulis.

[l Penyalinan Rp__.x ____(jmih lembaran}= Rp______
[0 Pengiriman B

3 | Biaya yang dibutuhlkan***

0 Lain-lain Fp.........
Jumlah Rp. ...
4 | Waktu penyediaan ... ari

Penjelazan penghitaman fpengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan
kertas hila perhi)

........................................................................................................................

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**
O Informasi yang diminta belum dikuasai
O Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka wakiu ... ....... ot ]
..................... E 2] 1= | R {tanggal/bulan/ tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Doknmentasi
(PPID)
R P ey e e e J
Mama & Tanda Tangan
Keterangan:

Diisi sesual dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan,
e Filih salah satu dengan memberi tanda (V).
ol Biaya penyalinan (fotokopi atau disket] dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)
sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan,
AR Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumet, maka dibetrikan alasan
penghitamannya.
weee®  Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang difninta.

11111

BUPATI LEBONG, [ *
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LEBONG
Nomor && Tahun 2017

Tanggal (4 Oktober 2017

CONTOH FOEMAT SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

S
=

(RANGKAP DUA)
Inama badan pubtik dan alamat, nomor telepon, falesuml, email (ko ada)l
Logo SEURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMAST
Badan
Publik Ho. Pendaftaran (Jisi BetigasP: oo
Nama
Alamat
Nomor Telepon femail

Rineian Informasi yang dibotohkan

PPID memata i 4 m.‘

INFORMASI TANG DIEECTIALTHAN

Pengecuallian Informasi didasarkan pada @ Pasal 17 humaf ... UU KPP

Fasal ..... Undang-undang ..... o
Bahwa berdazarkan Pasal-Pasal di ates, membubka Informasi terasbut dapat menimbulkan kemseluens sabagad beriboe:

Dengan demikian menyatalkan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon [nformas: keberatan atas penolakan ini maka Pemobhon [nformasi dopat mengajukan keberatan kepada atasaen
PRID selambar-lambatnya 30 [tiga puluh) hari kerja acjak menerima Surat Heputesan ind.

fociieininannisinar [TSMPEL], ciieasiinaivasand (tanggal, bulan, dan ahun) *4**]
Pejahat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PRIDY

Nama & Tandatangan

Keterangan:

. D oleh petugas berdasarkan nomer regeatras permohonan Informas Publik.

Ak Diisi aleh PRID sesuai denpan pengecualian pada Pasal 17 huruf a — i UU KIP.

G Sesuai dengan Pasal 1T huraf j UL KIP, diisi oleh PPID sesust dengan pasal pengecualion dalam undang undang lain
yang mengecualikan informas yang dimohon teracbut (sebutkanpasal dan undang-undangnyal.

ok Diisi oleh petugse dengan memperhatikan batas tentang jangka wakiu pemberitabuan tertuliz sebagaimana distur
dalam UU KIF dan Peraturan ini

e = e

. ' BUPATI LEBONG, 6 i
T PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG &
| BAGIAN HUKUM 4
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LAMPIRAN VIl PERATURAN BUPATI LEBONG
Nomor 48 Tahun 2017
Tanggal 12 oklober 2017

FORMAT FORMULIR KEBERATAN

(RANGEKAP DUA)
fnama badan publik dan alamat, nomer teleporn, faksimilt, emal (itka adalf
Logo PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAST
Badan
Publik No. Peadaftaran (dis petugasP: e

A. INFORMAS] PENGAJU KERERATAN

Nomer Registrasl Hebaratan
Nomor Pendaftaran Permobhonan
Informmasd
Tujuan Penggunaan Informasi
identitns Pemobon

NAMA

ALAMAT

FEKERJAAN
NOMOE TELEPON

Identitas Pemahonv
MAMA
ALAMAT

PEKERIAAN
NOMOR TELEPON

B. ALABAN PENGAJUAN KEBERATAN

a. Permeohenan infarmasi publilk

b. Informasi berkala tidak dizediakan

¢. Permintaan informasi tdak ditanggapi

d. Permintaan inforenasi ditanggapi tidak scbagaimana yang diminta
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

f. Biaya vang dikenakan tidak wajar

£ Informasi disampaikan melebihi jangka walotu vang ditentuban
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perin)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : farggal]. faular, Mahumdisi oleh petugasf*=

Dernikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannye, aava ucapkan terimakaaih.

werermmmeer o {EMPAY, ciiirnrceriene [Latiggal], [bulan], [takbiin] 44+
hlengela.hui,““*
Poinges Informns)
{Penerime Heberatasn) Peogajo Hebsratan

i I [ I

Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangan

EETERANGAN
’ Mamor regiater pengajuan keberatan diisi berdasarkan bulu register pengajuan keberatan
= Identitas kuasa pemohon diiai jike ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Sural Kuana,

Sip Seaual dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan seesuai dengan alasan keberatan yang disjulsn

Pl Diisi aesual dengan ketentuan jangloa waken delam UU KIP

et Tanggal diisi dengan tanggai diterimanya pengajuen keberatan yailu sejnk keberatan dinyatakan lenghap sesuai
dengan buku register pengajuan keberatan.

et Dalam hal keberatan disjukan secara langsung, maka formulis keberatan juga diterwlatangani oleh petugss yang
menerima pengajuan keberatan.

BUPATI LEBONG, ,é

oETFRITTAR KABUPATEN LEBONG o
| BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI LEBON:

Alpsan Pengajuan Heberatan [Pasal 35
ayat (1) U KIP)

Heputusan atasan PFID
Hari dan Tanggal Pamberian tanggspan

Nama dan Posisl Atagas PPID
Tanggapan Permobhonan Informsasd

Nomor &8 Tahun 201
Tanggal 14 cpdober 201
REGISTER EEBEERATAN*
Alasan Pengajuan Keberatan F Hari dan
No Tujusn (Pasal 55 ayst (1) UL IOF) K Leah .HE...EU.E Nama dan Tanggapan

N MNomor pendaftaran Pemberian Loy Pemabia
ke Tl Hama Adamat konitak Pekerjaan B frrs _u.uumu..:ﬂwm_b Poaiai B
| Teu 5 Informasi a® | b* [ c* | d* | e | B | g . o ...hm._._.-_ Atasan PFID Informnsi

... HHEEF

Heperangan

Na. 1 diisi tentang nomor registeasi keberatan,

Tgl + o diiad tentang tangeal keberatan direrima,

Nama ;  diisi dengan Nama Pemchon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/fatau kuasanya,

Alamat : disi tentang alamat lengkap dan jelas Pemecheon Informasi.

Nomor Kontak : diisi tentang namer kontak [nomer telepen)/ faksimili)/ talepon seluler/email Pemohon H:uuaﬂmE Publile

Pekerjaan s diimi tentang pekerjaan Pemohon Informesd Publik,

. diisi tentang nomor pendaftaran pada formulic permohonan informasi. Dalam hal keberstan karena alasan informasi yang tidak divmumkan sccara

Ho. Pendaftaran Permohonan Informasi ® - berkalnmvales kolom ini tdek pary dis

Informasi Tong diminta ¢ dided dengan informasd yang diminta.

Tujuan Penggunaan Informasi :  diisi tenteng tujuanfalasan permchenan dan penggunaan informas.

¢ diisl dengan memberikan tanda (Y] sezuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagamana Pasal 35 ayat (1) Undang-undeang

Keterbukaan Informasi Publiks

a. Penclakan atas pecrintasn informasi berdasarkan alasan pengecualinn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan
Infermasi Publik:

b. Tidak dizediakannya infermaat beckala

¢, Tidek disediakannye informasi berkala

d. Permintaan informasi ticdak sitanggapd sebagaimans yang dimints

& Tidak dipenuhinya permintaan informasi

f. Pengenasn bimya yang Helak oajar

g. Penyampaian informasi vang melebihi jangka waktu yvang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informeasi Publik

; diisi dengan keputusan yang diambil ol=h Atasan PPID.
s diisl hari dan tanggal permberian tanggapan atas keberatan

diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SP0 Badan Publik atau Pejabat yang

E: ditunjuk untuk mevalkili atasan PPID
v didsi denean tangeapan Pemohon Informeasi Publik atas Keputusan Atasan PRID,
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